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ABSTRAK
Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Amanat undang-undang itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan “kerugian” keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Tetapi, jika kegagalan terjadi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, maka dapat mengurangi rasa jera terhadap para koruptor.Upaya pengembalian aset negara “yang dicuri” (stolen asset recovery) dari hasil  tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam menyimpan maupun melakukan pencucian uang (money laundering) hasil tindak pidana korupsinyaselainitumenjadisebuarperdebatan pro kontramengenai asset recovery oleh karena itu dalam penelitian ini membahas sejauhmana hukum pidana mengatur perbuatan tersebut.
Penelitian ini mempergunakan  pendekatan yuridis normatif. Maksud dari istilah,”pendekatan/approach” adalah sesuatu hal atau (perbuatan atau usaha) mendekati atau mendekatka,Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan mengenai peran hukum pidana dalam penyelesaian pengembalian keuangan Negara hasil tindak pidana asset recovery,Sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder,Analisis data pada penelitian hukum normatif yaitu menganalisis permasalahan dengan mengkaji berdasarkan teori-teori hukum.
Penyidik KPK dengankewenangan yang diberikanundang-undang tindak pidana korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap kekayaan hasil korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang diperuntukan dalam proses pengembalian kekayan Negara (recovery asset). Maka dengan alasan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat banyak, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta yang bukan hasil dari korups imaupun tindak pidana pencucian uang sudahlah sangat tepat dengan catatan jika harta kekayaan hasil tindak pidana tidak dapat mencukupi kerugian Negara maka sebagai penggantinya harta pribadi ikut disita.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia, jenis kejahatan tidaklah tetap. Pada suatu waktu timbul jenis kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal orang.
 Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi dapat menjadi penyebab kejahatan. Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan dalam bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional. Hal ini ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok terorganisasi
, atau lebih dikenal sebagai kejahatan terorganisir atau organized crime.
Bentuk-bentuk kejahatan terorganisir atau organized crime ini selain melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian di dalam melaksanakan tindak pidana juga didukung oleh beragam instrumen tindak pidana sehingga mereka bisa menghimpun hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar.
 Dapat dipastikan dalam melakukan tindak pidana tersebut membutuhkan alat, atau instrumen yang digunakan, baik sebagai sebuah cara dan tindakan, maupun sebagai sebuah tujuan. Kejahatan juga menimbulkan berbagai keuntungan bagi pelakunya, terutama keuntungan ekonomi berupa harta kekayaan (baik berupa uang ataupun harta benda lainnya).

Pecunia non olet, uang itu tidak ada baunya. Ungkapan ini tepat sekali dalam menggambarkan uang-uang (harta kekayaan) hasil kejahatan yang tidak menebarkan bau kejahatan. Uang-uang hasil kejahatan itu selalu aman disimpan dan disembunyikan dan jika digunakan para pelaku kejahatan tidak seorang pun dapat mencium bau kejahatan dari uang-uang tersebut. Para pelaku kejahatan dengan aman dan nyaman menikmati uang-uang hasil kejahatannya. Uang atau aset hasil tindak pidana yang tidak ada baunya ini merupakan hal yang paling utama bagi penjahat. Bagi para pelaku kejahatan itu harta kekayaan yang diperoleh merupakan “darah yang menghidupi tindak pidana (the blood of the crime)” salah satu tindak pidana yang bersifat organisasi yang hasil kejahatan beruapa uang adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi saat ini telah menjadi masalah dan perhatian masyarakat internasional, beberapa tahun terakhir khususnya bagi negara negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Dengan menjadinya korupsi sebagai perhatian masyarakat dunia berdampak dibentuknya/ dibuat konvensi-konvensi mengenai pencegahan dan pemberantas kejahatan terorganisir lintas negara (transnational organized crimes) maupun yang secara khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, adapun konvensi-konvensi PBB tersebut diantaranya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, tahun 2003 (United Nations  Convention Againts Corruption/UNCAC.2003) yang mengatur hal-hal baru dalam rangka  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi.

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (extra ordinary measure), untuk itu peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Hal ini dipertegas oleh Basrief Arief,
 yang menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.
Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Amanat undang-undang itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan “kerugian” keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Tetapi, jika kegagalan terjadi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, maka dapat mengurangi rasa jera terhadap para koruptor.
Upaya pengembalian aset negara “yang dicuri” (stolen asset recovery) dari hasil  tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam menyimpan maupun melakukan pencucian uang (money laundering) hasil tindak pidana korupsinya. Pernyataan serupa juga terungkap oleh sebuah lembaga internasional, Basel Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery mengemukakan bahwa “asset recovery is a difficult task and is fraught with the complicity of the banks involved, the navigation of a costly international legal labyrinth and the fact that those implicated in public looting are usually those with the most power and influence”. Dapat diartikan bahwa pengembalian aset merupakan masalah yang begitu rumit untuk ditelusuri jalan keluarnya, dan akan mencakup masalah perbankan, juga berhubungan dengan adanya fakta pengambilan uang rakyat karena jabatan atau pengaruh yang melekat pada pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian aset menjadi issue penting karena pencurian aset negara di negara-negara berkembang yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah berkuasa di negara yang bersangkutan merupakan masalah serius. Di Indonesia, korupsi telah menyebabkan kerugian besar dari keuangan negara.
Pengembalian kerugian uang negara terhadap pelaku yang meninggal dunia telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2), (3) C UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001, dan salah satu prinsip-prinsip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption)
 yaitu asas atau prinsip “asset recovery” diatur eksplisit dalam Konvensi Anti Korupsi. Prinsip ini dapat diketahui dari Chapter V (Bab V) mengenai “Asset Recovery” (pengembalian Aset), khususnya Article 51 of the UNCAC: The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and State Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard. Pengembalian aset-aset menurut bab ini merupakan prinsip mendasar dari Konvensi ini. Ketentuan Pasal 51 (Article 51) Konvensi Anti Korupsi ini secara teknis memungkinkan tuntutan, baik secara perdata (melalui gugatan) maupun secara pidana pengembalian aset negara yang telah diperoleh oleh seseorang melalui perbuatan korupsi. Kemungkinan menempuh prosedur hukum dalam rangka pengembalian aset ini juga berlaku bagi Negara peserta lain yang telah dirugikan (damages to another State Party) atau dalam rangka menegakkan  hak atas atau kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan kejahatan korupsi (to establish title to or ownership of property acquired through the commission of an offence establish in accordance with this Convention). Konvensi Anti Korupsi/UNCAC memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidanaan (without a criminal conviction), dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari (kabur) atau tidak hadir atau dalam kasus-kasus lain yang sama.
Terobosan atau pengaturan baru mengenai mekanisme perampasan aset sejalan dengan beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesias seperti United Nations Convention Againts Corraption (UNCAC) diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2006, dalam pasal 54 ayat (1) huruf c  United Nations Convention Againts Corraption, mengatur mengenai kewajiban suatu negara peserta sesuai dengan hukum nasionalnya, mengambil tindakan untuk memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh melalui atau yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kejahatan tanpa suatu penghukuman pidana dalam kasus dimana si pelanggara tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, melarikan diri, tidak hadir atau kasus-kasus tertentu lainnya, saat ini ketentuan pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC ini menjadi salah satu acuan dalam rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset tindak pidana yaitu mengatur bahwa perampasan aset dilakukan dalam hal sebagai berikut:
1. Tersangka atau terdakwannya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya ;

2. Terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan ; 

3. Perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan ;

4. Perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas ; atau

5. Barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana 

Dalam beberapa  kasus seperti  Inspektur Jenderal Joko Susilo, SH, M.Si dan Drs. Bahasim Assifie, M.Si telah dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik pelaku yang diperoleh sebelum melakukan tindak pidana dengan alasan untuk kepentingan melindungi asset negara, dengan alasan tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dalam sebuah tugas akhir dengan judul “PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI TEORI KEADILAN DAN TEORI KEMANFAATAN” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan, sebagai berikut :

1. BagaimanA Mengenai Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara (Aset Racovery) Sebelum Terbuktinya Tindak Pidana Dalam Persfektif Teori Keadilan?
2. Bagaimana Mengenai Penyitaan Terhadap Harta Kekayaan Bukan Hasil Korupsi Atau Sebelum Tindak Pidana Korupsi Dilakukan Dengan Alasan Menutup Kerugian Negara Dalam Persfektif  Teori Kemanfaatan?
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Metodologi Penelitian
Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan

Metode dapat dirumuskan sebagai berikut:
 
a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam peneitian dan penilaian.

b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.

c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengn analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemkiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini, sebagaimana lazimnya, bertolak dari norma hukum positif, yang terdapat dalam sistem atau subsistem hukum yang sedang berlaku. Konsekuensi metodologisnya adalah penelitian, bahan pustaka, baik primair, sekunder maupun tersier menjadi sumber utama dalam penelitian ini
, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber data sekunder berupa rancangan peraturan-peraturan hukum yang sedang dibahas oleh legislatif, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.
Dalam penelitian ini juga mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif ini mencakup:

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,

b. Penelitian terhadap sistematik hukum,

c. Penelitian taraf sinkronisasi vertical dan horizontal,

d. Perbandingan hukum, dan

e. Sejarah hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan menguraikan fakta atau keadaan yang kemudian dihubungkan dengan teori hukum guna mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang menjadi pokok permasalahan. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan masalah hukum, fakta dengan gejala lain yang berkaitan dengan permasalahan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan teori-teori hukum serta praktek yang terjadi, sehingga diperoleh suatu gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti. 
3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (library research). Tahapan ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primeir adalah bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dari peraturan peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, Kasus-kasus yang berkaitan dengan barang sitaan dalam Tindak Pidana Korupsi, buku-buku ilmiah bidang hukum popular, legal document, media cetak dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan primer dan sekunder, baik itu kamus bahasa Indonesia maupun kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi, yakni digunakan dalam memperoleh bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, Studi Kasus terhadap Putusan perkara Nomor: 537 k/pid.sus/2004 atas nama Inspektur Jenderal Joko Susilo, SH, M.Si yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Putusan Perkara Nomor: 1454K/Pid.Sus/2011 atas nama Drs. Bahasim Assifie, M.Si, literatur dan pendapat ahli hukum serta pendapat lain berupa informasi dalam bentuk formal dan naskah resmi.

5. Metode Analisis Data
Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan disajikan secara selektif untuk dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Artinya dari semua bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, dipakai untuk menggambarkan permasalahan dan sekaligus pemecahannya dan dilakukan secara kualitatif.
 
BAB III
HASIL PENELITIAN
Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi dapat menjadi penyebab kejahatan. Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan dalam bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional. Hal ini ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok terorganisasi
, atau lebih dikenal sebagai kejahatan terorganisir atau organized crime.

Bentuk-bentuk kejahatan terorganisir atau organized crime ini selain melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian di dalam melaksanakan tindak pidana juga didukung oleh beragam instrumen tindak pidana sehingga mereka bisa menghimpun hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar.
 Dapat dipastikan dalam melakukan tindak pidana tersebut membutuhkan alat, atau instrumen yang digunakan, baik sebagai sebuah cara dan tindakan, maupun sebagai sebuah tujuan. Kejahatan juga menimbulkan berbagai keuntungan bagi pelakunya, terutama keuntungan ekonomi berupa harta kekayaan (baik berupa uang ataupun harta benda lainnya).

Pecunia non olet, uang itu tidak ada baunya. Ungkapan ini tepat sekali dalam menggambarkan uang-uang (harta kekayaan) hasil kejahatan yang tidak menebarkan bau kejahatan. Uang-uang hasil kejahatan itu selalu aman disimpan dan disembunyikan dan jika digunakan para pelaku kejahatan tidak seorang pun dapat mencium bau kejahatan dari uang-uang tersebut. Para pelaku kejahatan dengan aman dan nyaman menikmati uang-uang hasil kejahatannya. Uang atau aset hasil tindak pidana yang tidak ada baunya ini merupakan hal yang paling utama bagi penjahat. Bagi para pelaku kejahatan itu harta kekayaan yang diperoleh merupakan “darah yang menghidupi tindak pidana (the blood of the crime)” salah satu tindak pidana yang bersifat organisasi yang hasil kejahatan beruapa uang adalah tindak pidana korupsi.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip rule of law yaitu: adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam konteks ajaran “negara kesejahteraan” (welfare state) pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilainilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.
Berangkat dari kondisi di atas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan. Pelaku tindak pidana, secara curang dan berlawanan dengan norma dan ketentuan hukum, mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan juga memungkinkan terakumulasinya sumber daya ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang seringkali digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.
Menyita dan merampas hasil dan intrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Politik hukum menurut Mahfud MD
adalah: “Legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Sedangkan Bintan
 mengemukakan pengertian politik hukum adalah adalah kebijakan hukum (legal policy), tidak hanya sekedar das sollen (keinginan, keharusan) atau das sein(kenyataan), tetapi ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi pasal-pasalnya maupun dalam implementasi penegakannya.

Sadjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan social dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu;

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui system yang ada;

2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling paling baik untuk dicapai dalam mencapai tujuan tesebut;

3. Kapan waktunya dan melaui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;

4. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dan memeutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.
 
BAB IV
KESIMPULAN

Penyidik KPK dengan kewenangan yang diberikan undang-undang tindak pidana korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga akan dihilangkan oleh tersangka dalam penafsiran yang luas termasuk kekayaan hasil korupsi maupun tindak pidana pencucian uang sebagaimna tujuan dari penyitaan adalah langkah antisipatif untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti sehingga mempersulit proses penyidikan maka terpenuhilah rasa keadilan jika penyidik menyita seluruh harta kekayaan tersangka untuk mengamankan harta yang pada akhirnya diperuntukan dalam proses pengembalian kekayan Negara (recovery asset).
Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Amanat undang-undang itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan “kerugian” keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Maka dengan alas an kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat banyak penydidik melakukan penyitaan terhadap harta yang bukan hasil dari korupsi maupun tindak pidana pencucian uang sudahlah sangat tepat dengan catatan jika harta kekayaan hasil tindak pidana tidak dapat mencukupi kerugian Negara maka sebagai penggantinya harta pribadi ikut disita.
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